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Nomor 3 Tahun 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGIAWABAN

BUPATI CIREBON TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

<

bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon
sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 42
huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah telah  dihantarkan pada tanggal
31 Maret 2010.

b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di
dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk
Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi
Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18
Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844).



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

PANITIA KHUSUS IV
A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. AGUS EFFENDI, SH. MH. Ketua
2. H. MUSTOFA, SH. Wakil Ketua
3. H. TATANG RUSTANA Sekretaris
4, AHMAD AIDIN TAMIM, S.Pd.I Anggota
5. RADEN BANA, SmHk Anggota
6. RUDIANA, SE Anggota
7. Hj. RITA MULIANA Anggota
8. KH. MUHAIMIN AS'AD Anggota

. TOIE, S:Pd Anggota
10. H. DARPAN Anggota
11. DEWI FATMAWATI Anggota
12. Drs. H. SUBHAN Anggota

B. Materi Garapan : Bidang Kesejahteraan Rakyat

: Tugas Panitia Khusus adalah :

Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Tahun Anggaran 2009 yang kemudian akan dilaporkan dalam
Rapat Paripurna DPRD.

: Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya

Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2009 dalam Rapat
Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.



